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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

  Pada sub bab ini, dijelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang 

telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. 

 

2.1.1  Eke Nursiana (2014) 

Berjudul: Analisis Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Berbasis Bagi 

Hasil Pada PT Bank BRI Syariah Kantor Cabang Surabaya Gubeng 

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) adalah akad kerjasama bank dan 

nasabah dimana kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik) 

berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah penerapan akuntansi 

pembiayaan musyarakah mutanaqishah (MMQ) di PT. Bank BRISyariah Cabang 

Gubeng Surabaya telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK 106 & 107). Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus deskriptif dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan beberapa langkah yaiu metode dokumentasi, observasi dan 

wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara garis besar 

keseluruhan, perlakuan akuntansi pada Bank BRISyariah Cabang Gubeng 

Surabaya telah sesuai dengan PSAK 106 & 107. 
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 Terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Eke Nursiana adalah: 

a. Topik akuntansi perbankan syariah 

b. Menggunakan akad musyarakah 

c. Menggunakan penelitian kualitatif 

d. Berkaitan dengan PSAK No. 106 

Sedangkan perbedaan sekarang dengan penelitian yang dilakukan Eke 

Nursiana adalah objek penelitian. 

 

2.1.2  Mohd Sollehudin Shuib, Mohd Zaidi Daud, Ahmad Azam Sulaiman 

(2013) 

Berjudul: Isu dalam Pembiayaan Perumahan: Analisis Perbandingan Produk 

Berasaskan Musyarakah Mutanaqisah dan Konvensional 

Secara keseluruhannya, analisis menunjukkan isu-isu yang dihadapi juga 

adalah bergantung kepada struktur konsep seperti isu jaminan modal, isu polemik 

dua kontrak dalam satu kontrak dan isu status bayaran bagi rumah yang masih 

dalam pembinaan. Terdapat juga isu-isu yang tidak dipengaruhi struktur kontrak 

sebaliknya disebabkan oleh amalan institusi itu sendiri dalam menawarkan produk 

pembiayaan perumahan. Isu terbesar adalah bagi produk pinjaman secara 

konvensional sememangnya wajib ditolak oleh umat Islam walaupun terdapat 

kelebihan yang kadangkala tidak tedapat pada sesetengah pembiayaan secara 

Islam. Ini kerana pinjaman secara konvensional jelas berasaskan riba dan gharar. 
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Alternatifnya umat Islam boleh memilih kontrak-kontrak pembiayaan Islam yang 

lain seperti musharakah mutanaqisah, istisna„, BBA dan murabahah. Walaupun 

kontrak-kontrak ini tidak terlepas dari isu, tetapi ianya adalah lebih baik 

berbanding kontrak konvensional yang sedia ada. 

Terdapat  persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu.Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mohd Sollehudin Shuib, Mohd Zaidi Daud, Ahmad Azam 

Sulaiman adalah: 

a. Topik akuntansi perbankan syariah 

b. Menggunakan akad musyarakah 

c. Menggunakan penelitian kualitatif 

d. Berkaitan dengan PSAK No. 106 

Sedangkan perbedaan sekarang dengan penelitian yang dilakukan Mohd 

Sollehudin Shuib, Mohd Zaidi Daud, Ahmad Azam Sulaiman adalah objek 

penelitian. 

 

2.1.3  Aurellia Gatta Anandya (2012) 

Berjudul: Penggunaan  Akad Murabahah Dalam Sistem Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah Dengan Sistem Musyarakah 

Penggunaan akad murabahah dalam kepemilikan rumah dengan 

menggunakan sistem musyarakah dapat menguntungkan para nasabah, sebab 

selain Murabahah merupakan produk primadona dari nasabah Bank Syariah, 

Murabahah juga memiliki kemudahan dalam penentuan pembiayaan, pencatatan 
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transaksi, serta hampir seluruh pembiayaannya bersifat konsumtif. Keuntungan 

margin murabahah dapat diakui dengan dasar kas maupun dasar akrual. Dalam 

perjanjian ini pihak nasabah dan pihak Bank tidak ada yang merasa dirugikan. 

Seluruh perjanjian pada awal akad sesuai kesepakatan bersama. Disini perjanjian 

antara nasabah dengan pihak Bank tersebut tetap menggunakan akad murabahah 

yaitu barang yang dijual sebesar harga perolehan ditambah dengan margin 

(keuntungan) yang telah disepakati antara pihak Bank dengan nasabah dan pihak 

Bank harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada nasabah, 

akan tetapi mengubah model angsuran pembayaran pokok pinjaman ditambah 

dengan margin dari pembiayaan menjadi pembiayaan angsuran dengan sistem 

musyarakah yang dimana membagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan dan 

membagi kerugian sesuai dengan porsi kontribusi modal dari masing-masing 

pihak. Dalam kerjasama ini apabila pemilik modal ingin mengakhiri kerjasama 

dapat dilakukan dengan cara mengundurkan diri dari perserikatan atau apabila 

meninggal dunia maka secara otomatis pihak tersebut dianggap keluar dari 

perserikatan dan tidak bisa secara otomatis digantikan oleh pihak lainnya. Apabila 

pihak lain ingin masuk ke dalam perserikatan tersebut, maka harus melewati 

prosedur yang telah ditentukan. 

Terdapat  persamaan dan perbedaan dari penelitian sekarang dengan 

penelitian terdahulu.Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aurellia Gatta Anandya adalah: 

a. Topik akuntansi perbankan syariah 

b. Menggunakan akad musyarakah 
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c. Menggunakan penelitian kualitatif 

d. Berkaitan dengan PSAK No. 106 

Sedangkan perbedaan sekarang dengan penelitian yang dilakukan Aurellia 

Gatta Anandya adalah objek penelitian. 

 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah 

Pengertian akuntansi syariah menurut Muhammad (2002:146), akuntansi 

syariah adalah "akuntansi yang dikembangkan bukan hanya dengan tambal 

sulam terhadap akuntansi konvensional akan tetapi, merupakan pengembangan 

filosofis terhadap nilai-nilai Al-quran yang diturunkan ke dalam pemikiran teoritis 

dan teknis akuntansi” 

  Sedangkan menurut Triyuwono (2000:24), "akuntansi syariah tidak saja 

sebagai bentuk, akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan 

(stockholders), tetapi junta sebagai akuntabilitas kepada stakeholders dan Tuhan." 

 

2.2.2 Pengertian Bank Syariah  

  Seiring dengan perkembangan jaman, istilah bank kemudian diadopsi oleh 

masyarakat islam, tetapi bank tersebut tetap tanpa menggunakan perangkat bunga 

dalam rangka untuk menghindari praktik riba. Bank islam, bank bagi hasil atau 

bank tanpa bunga adalah nama lain dari bank syariah. Menurut Accounting and 

Auditing Standards For Islamic Financial Institutions (AASIFI) yang 

diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial 
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Institutions yang berpusat di Bahrain, bank syariah adalah suatu lembaga 

yang didirikan dengan konsep bagi hasil atas keuntungan atau kerugian sesuai 

dengan konsep islam bahwa profit diperuntukkan bagi mereka yang siap 

menanggung resiko. 

Sedangkan menurut Khan (2000:4), bank syariah adalah institusi keuangan 

dan sosial yang memiliki ciri-ciri dan aturan-aturan dari hukum islam, yang 

menganggap bahwa kekayaan itu hanyalah milik allah sepenuhnya dan 

diamanatkan kepada manusia. Dari kedua pengertian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas 

peredaran uang yang kegiatan usahanya disesuaikan dengan prinsip syariah 

islam yang mengacupada A1-qur'an dan Al-hadist . 

  Melakukan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah islam  yang 

dimaksudkan disini adalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam 

yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam antara lain misalnya 

denganmenjauhi praktek-praktek yang mengandung unsur-unsur riba dan 

melakukan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil. Sedangkan yang dimaksud 

dengan kegiatan usaha dengan mengacu pada Al-Qur‟an dan Al-hadist adalah 

dalam pengoperasian mengikuti larangan dan perintah yang terdapat dalam Al-

Qur‟an dan Sunnah Rasul Muhammad SAW. Penekanan dalam pelarangan 

tersebut terutama berkaitan dengan praktek-praktek bank yang mengandung dan 

dapat menimbulkan riba. 
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2.2.3 Landasan Hukum Bank Syariah 

  Bank syariah berdiri pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1992 

didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum 

bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum 

berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syariah 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan 

prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah. 

Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 

tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 

tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun l992 tentang perbankan dan juga 

tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah. 

  Selain itu, yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada Pasal 1 

butir 13 Undang-undang tersebut, yakni sebagai berikut:  

   Prinsip, syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara 

bank dan pihak lain untuk penyimpan in dana dan atau pembiayaan 

kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan 

syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil 

(muhasabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal 

(musharakah), prinsip jual beli baring dengan memperoleh keuntungan 

(murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan 

kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain 

(ijarah waiqtina). 
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  Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 maka 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1992 dari peraturan Pemerintah nomor 73 

tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1998 sebagai 

tindak lanjut dari Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tersebut, Bank Indonesia 

sebagai otoritas perbankan mengeluarkan beberapa ketentuan berkaitan dengan 

perbankan syariah, yaitu Bank Umum Syariah, BPR Syariah, dan Bank 

Konvensional. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah adalah UU 

No.21 tahun 2008 tentang undang-undang perbankan syariah. 

Selain ketentuan perundang-undangan di atas, bank syariah juga berlandaskan: 

1. A1-Qur'an 

2. A1-Hadist 

3. Ijma 

 

2.2.4  Karakteristik Bank Syariah 

Direktorat Perbankan Syariah BI menguraikan ada tujuh karakteristik 

utama yang menjadi prinsip Sistem Perbankan Syariah di Indonesia yang menjadi 

landasan pertimbangan bagi calon nasabah dan landasan kepercayaan bagi 

nasabah yang telah loyal. Tujuh karakteristik ini diterbitkan dan diedarkan berupa 

sebuah booklet Bank Syariah Untuk Kita Semua. Ketujuh karakteristik ini adalah : 

1. Universal. Memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang 

tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan 

agama. 
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2. Adil. Memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta 

memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melaran adanya 

unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar 

(ketidakjelasan), haram, riba, 

3. Transparan. Dalam kegiatannya bank syariah sangat terbuka bagi seluruh 

lapisan masyarakat. 

4. Seimbang. Mengembangkan sektor keuangan melalui akitfitas perbankan 

syariah yang mencangkup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah) 

5. Maslahat. Bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek 

kehidupan 

6. Variatif. Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan 

umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual-beli dan 

sewa, sampai kepada produk jasa kustodian, jasa transfer, dan jasa 

pembayaran (debet card, syariah charge). 

7. Fasilitas. Penerimaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, wakaf, dana 

kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, internet 

banking dan interkoneksi antarbank syariah.  

 

2.2.5  Prinsip dan Fungsi Bank Syariah  

Visi perbankan Islam pads umumnya adalah menjadi wadah terpercaya 

bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil 

secara adil sesuai dengan prinsip syariah. Misi utama perbankan Islam adalah 
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memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan maslahat bagi 

masyarakat luas. 

Oleh karena itu, setiap kelembagaan keuangan syariah akan menerapkan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut (Wirdyaningsih, 2005: 17):  

1. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba, dengan cara: 

 a. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka suatu hasil 

usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang 

dilakukan pada bank konvensional (QS. Luqman: 34). Intinya adalah 

hanya Allah SWT sajalah yang mengetahui apa yang akan terjadi esok. 

 b. Menghindari penggunaan sistem persentase biaya terhadap utang atau 

secara imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat 

gandakan secara otomatis utang, simpanan tersebut hanya karena 

berjalannya waktu (Q.S Ali Imron: 130). Intinya adalah Allah SWT melarang 

memakan riba berlipat ganda. 

 c. Menghindari penggunaan sistem perdagangan / penyewaan barang ribawi 

dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis seperti 

uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh 

kelebihan baik kualitas maupun kuantitas (HR. Muslim, Bab Riba No. 

1551 s/d 1567) 

 d. Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas 

utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, 

seperti penetapan bunga pads bank konvensional (HR. Muslim, Bab Riba 

No. 1569 s/d 1572) 
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2. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli 

 Mengacu kepada QS. Al-Baqarah ayat 275 dan An-Nisa ayat 29 yang 

intinya adalah bahwa allah SWT telah menghalalkan jual-beli dan 

mengharamkan riba serta suruhan untuk menempuh jalan perniagaan 

dengan suka sama suka, maka setiap transaksi kelembagaan ekonomi islami 

hares selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau 

yang transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang  

jasa. 

  Bank syariah memiliki fungsi yang berbeda dengan, bank konvensional, 

fungsi bank syariah juga merupakan  karakteristik bank syariah Dengan diketahui 

fungsi bank syariah yang jelas akan membawa  dampak dalam pelaksanaan 

kegiatan usaha bank syariah. Menurun Wiroso (2005:4) fungsi bank syariah 

tersebut adalah : 

 1. Sebagai manajer investasi  dari pemilik dana (shahibul maal) atas dana 

yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil yang diterima 

oleh pemilik dana tersebut tergantung pads keahlian dan profesionalisme dari 

bank syariah. 

 2. Sebagai investor yang dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya 

maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan 

alat investasi yang sesuai dengan syariah. Keuntungan yang diperoleh 

dibagi secara proporsional sesuai dengan akad yang telah disepakati 

sebelumnya. 

3. Sebagai penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran sepanjang 
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tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

4. Sebagai pelaksana kegiatan sosial dalam bentuk pengelolaan dana zakat, 

infaq, shadaqah, serta dana sosial lainnya. 

 

2.3  Konsep Riba dalam Islam 

2.3.1  Pengertian Riba 

 Menurut ensiklopedi Islam Indonesia yang disusun oleh Tim Penulis IAIN 

Syarif Hidayatullah, ar-Riba atau ar-Rima makna asalnya adalah tambah, tumbuh, dan 

subur.Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas 

modal yang diperoleh dengan cara-yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan 

itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam 

Al-Qur’an. 

  Mas’adi (2002: 151) mengatakan bahwa riba secara bahasa berarti al-ziyadah 

(tumbuh, subur, tambahan). Sedangkan menurut Chapra (2009: 22), bahwa tidak 

setiap penambahan atau pertumbuhan itu dilarang islam. Dalam syariah, riba 

secara teknis mengacu kepada pembayaran “premi” yang harusdibayarkan oleh 

peminjam kepada pemberi pinjaman disamping mengembalikan pokok sebagai 

syarat pinjaman atau perpanjangan batas jatuh tempo.Dalam pengertian ini, riba 

persamaan makna dan kepentingan dengan bunga menurut konsensus para fuqaha 

(ijma). 
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2.3.2 Jenis-Jenis Riba 

Antonio (2001: 41) mengelompokkan riba menjadi dua, yaitu:  

1. Riba hutang-piutang, terdiri dari: 

 a. Riba Qardh 

  Riba Qardhadalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang 

disyaratkan terhadap yang berhutang. 

 b. Riba Jahiliyyah 

  Riba Jahiliyyaterjadi jika hutang dibayar lebih dari pokoknya karena si 

peminjam tidak mampu membayarhutangnya pada waktu yang ditetapkan 

2. Riba jual-beli, terdiri dari : 

 a. Riba F'adhl 

  Riba fadhl merupakan pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau 

takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk 

dalam jenis baranh riba. 

 b. Riba nasi‟ah 

  Riba Nasi‟ahadalah penangguhanpenyerahan atau penerimaan jenis 

barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.  

Riba nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan 

antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. 

 

2.3.3 Larangan Riba dalam Islam 

  Larangan mengenai riba telah dijelaskan dalam QS.Ali Imron ayat 130 

yang mengatakan :"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 
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riba dengan berlipat ganda. Dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya 

kamumendapat keberuntungan".Dari ayat di atas, sudah jelas bahwa Islam sangat 

tidak membenarkan adanya praktek riba didalam kegiatan bemuamalah. 

Larangan riba juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah sebagai berikut 

(Antonio, 2001: 54): 

1. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima 

riba,orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua 

orangsaksinya, kemudian Beliau bersabda: "Mereka itu semuanya sama". 

2. Al hakim meriwayatkan ri Ibnu Mas'ud,bahwaNabi Muhammad SAW 

bersabda: Riba itu mempunyai 73 tingkatan, yang paling rendah (dosanya)sama 

dengan seorang melakukan zina dengan ibunya”. 

3. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tuhan 

sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki 

surge atau tidak mendapat petunjuk ,yakni peminum arak, pemakan riba, pemakan 

harta anak yatim, dan mereka yang menelantarkan Ibu/Bapaknya". 

 

2.4 Kegiatan Operasional Bank Syariah 

Kegiatan operasional bank syariah baik dalam penghimpunan dana, 

penyaluran atau pembiayaan dana, serta pemberian jasa-jasa perbankan lainnya 

adalah sebagai berikut: 

2.4.1 Penghimpunan Dana 

Sebagaimana halnya pada bank konvensional, penghimpun dana bank 

syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Namun mekanisme 
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operasional penghimpunan dana ini tetap harus disesuaikan dengan prinsip 

syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Prinsip Wadi‟ah 

a.  Prinsip Wadi‟ah yad dhamanah, yang berarti titipan atau simpanan 

dengan ketentuan bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan 

dana yang disimpan tersebut, serta menjamin bahwa dana tersebut 

dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana. 

b.  Prinsip Wadi‟ah yad amanah, yang berarti titipan dengan 

ketentuan bank tidak dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana 

yang disimpan tersebut sampai diambil kembali oleh pemilik dana. 

2. Prinsip Mudharabah  

a.  Prinsip Mudharabah mutlaqah adalah dana investasi tidak terikat 

dengan ketentuan pihak bank, diberi kuasa penuh dalam 

menggunakan dana yang dihimpun tersebut. 

b.  Prinsip Mudharabah muqayyadah adalah dana investasi terikat 

dengan ketentuan pemilik dana (shahibul maal) membatasi atau 

memberi syarat-syarat tertentu kepada bank selaku pengolah 

(mudharib). Bank dilarang mencampur rekening investasi terikat 

dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. 

Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak 

ketiga. Jadi, dalam investasi yang terikat ini, pada prinsipnya 

kedudukan bank hanyalah sebagai agen saja dan atas kegiatannya 
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tersebut bank menerima imbalan berupa fee. Ada dua jenis 

mudharabah muqayyadah, yaitu: 

1.  Chanelling, apabila semua resiko ditanggung oleh pemilik 

dana, sedangkan bank sebagai agen tidak menanggung 

resiko apapun 

2.  Executing, apabila bank sebagai agen juga menanggung 

resiko 

Dalam penghimpunan dana pihak ketiga, bank dapat menentukan metode 

bagi hasil untuk mudharabah mutlaqah dengan menggunakan dua metode, yaitu 

(PAPSI, 2013): 

1.  Bagi laba (profit sharing). Metode ini dihitung dari pendapatan 

setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengolahan dana 

mudharabah. Jika bank mengalami kerugian maka seluruh 

kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan 

adanya kelalalian atau kesalahan bank sebagai pengolah dana. 

2.  Bagi pendapatan (revenue sharing). Metode ini dihitung dari total 

pendapatan pengolahan mudharabah. Jika terjadi kerugian, maka 

pemilik dana tidak akan menanggung kerugian, kecuali bank 

likuidasi dengan kondisi realisasi asset bank lebih kecil dari 

kewajiban. Metode ini paling banyak digunakan pada lembaga 

keuangan syariah di Indonesia. 
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2.4.2 Penyaluran atau Pembiayaan dana 

Didalam menyalurkan dana kepada para nasabah, bank syariah harus 

sangat berhati-hati. Hal ini dikarenakan bisa saja dana yang disalurkan tidak tepat 

sasaran sesuai dengan tujan dari bank syariah. Sehubungan dengan hal itu, bank 

diwajibkan untuk meneliti secara seksama terhadap calon nasabah penerima dana. 

Terdapat empat kelompok prinsip di dalam penyaluran dana, yaitu: 

1. Prinsip Ba‟i (Jual Beli) 

a.  Murabahah, merupakan transaksi jual beli antara bank dengan nasabah. 

Bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian 

menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan 

ditambah dengan keuntungan (margin) yang disepakati antara bank 

syariah dan nasabah. 

b.  Salam, merupakan perjanjian jual-beli barang dengan cara pemesanan 

dengan syarat-syarat tertentu, namun barang yang diperjualbelikan belum 

ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangakan 

pembayaran dilakukan tunai. Harga jual, kualitas, dan waktu penyerahan 

barang harus ditentukan secara pasti di awal perjanjian. 

c.  Istishna‟, merupakan prinsip yang menyerupai prinsip salam, namun 

pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau di akhir. 

2. Prinsip Sewa 

a.  Prinsip Ijarah, merupakan perjanjian sewa menyewa suatu barang 

dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, tanpa diikuti 

dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. 
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b.  Prinsip Ijarah Wa Iqtina atau Ijarah Muntahiyyah Bittamlik, 

merupakan perpaduan kontrak jual-beli dan sewa, atau lebih 

tepatnya akad sewa=menyewa suatu barang antara bank dengan 

nasabah yang memberikan kesempatan bagi nasabah untuk 

membeli objek sewa pada akhir akad. 

3. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) 

a.  Musyarakah, adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk suatu 

usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi 

data dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan 

ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 

b.  Mudharabah, adalah akad kerja sama antara dua pihak untuk suatu 

usaha tertentu yang seluruh modalnya disediakan oleh pihak 

pertama selaku pemilik dana (shahibul maal) agar dikelola oleh 

pihak kedua selaku pengelola (mudharib). 

 

2.4.3 Jasa-jasa Perbankan 

Selain kedua kegiatan utama yang telah dijelaskan diatas, bank syariah 

juga melakukan pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan 

imbalan berupa fee atau komisi yang disesuaikan dengan kriteria dari jasa 

perbankan syariah. Jasa perbankan tersebut adalah: 

1.  Qardh, adalah produk pembiayaan kepada nasabah yang mewajibakan 

nasabah untuk mengembalikan sejumlah yang dipinjam dari qardh ini, 

atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan keuntungan 
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2.  Hawalah, adalah pengalihan hutang dari pihak pertama (nasabah) kepada 

pihak kedua (bank) agar pihak ketiga (yang memiliki piutang) 

mendapatakan sejumlah dana untuk menjalankan usahanya. 

3.  Ranh, adalah menahan harata salah satu dati harta milik peminjam sebagai 

jaminan atas pinjaman yang diterimanya 

4.  Wakalah, yang berati nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk 

melakukan pekerjaan atau jasa tertentu, seperti tranfer uang 

5.  Kafalah  (Garansi Bank), adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung 

(bank) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua 

(nasabah) atau yang ditanggung. 

 

2.5 Pembiayaan Musyarakah 

2.5.1 Pengertian Musyarakah 

Musyarakah dapat juga diistilahkan dengan al-syirkah secara bahasa 

berarti al-ikhtilah (pencampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga 

antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan (Afzalur 

Rahman). Istilah lain dari musyarakah adalah sharikah atau syirkah atau 

kemitraan. 

Dewan Syariah Nasional MUI dan PSAK No.106 mendefinisikan 

musyarakah sebagai alat kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian 

berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana 
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untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah 

berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan 

dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau 

sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara 

kas atau aset nonkas. 

Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha 

tertentu dalam musyarakah, baikusaha yang sudah berjalan maupun yang baru. 

Selanjutnya, salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil 

yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus dengan mitra lain. 

Investasi yang diserahkan oleh para mitra dapat diberikan dalm bentuk kas, setara 

kas, atau aset nonkas. 

 Oleh karena setiap mitra tidak dapat menjamin dana mitra lainnya, maka 

setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas 

kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Kelalaian atau kesalahan yang disengaja 

dari setiap mitra dapat berupa: 

1.  Pelanggaran terhadap akad, antara lain: penyalahgunaan dana investasi, 

manipulasi biaya dan pendapatan operasional; 

2.  Pelaksanaa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

Usaha yang dilakukan oleh para mitra dapat memberikan keuntungan atau 

kerugian. Keuntungan usaha musyarakah dibagia antara para mitra secara 

proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan baik berupa kas maupun aset 

nonkas atau sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sebaliknya, 



28 
 

 
 

apabila terjadi kerugian maka dibebankan secara proposional sesuai dengan dana 

yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset nonkas). 

Apabila salah satu mitra memberikaan kontribusi atau lebih dari mitra 

lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh 

keuntungan yang lebih besar daripada mitra lainnya. Bentuk keuntungan lebih 

tersebut dapat berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi 

dananya atau bentuk tambahan keuntungan lainnya. Adapun porsi jumlah bagi 

hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil 

usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari jumlah investasi yang 

disalurkan. 

 

2.5.2 Dasar Hukum Musyarakah 

  Ada beberapa dasar hukum yang mengacu pada kegiatan musyarakah, 

antara lain: 

1. Al-Qur’an 

 a. Surat An-Nisa’ ayat 12 yang isinya “Dan bagi kamu satu perdua dari harta 

yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai 

anak. Tetapi jika mereka mempunyai anak maka kamu beroleh satu 

perempat dari harta yang mereka tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat 

yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya dan bagi mereka 

(isteri-isteri) pula satu perempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu 

tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak maka bahagian 

mereka (isteri-isteri kamu) ialah satu perlapan dari harta yang kamu 
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tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah 

dibayarkan hutang kamu. Dan jika si mati yang diwarisi itu, lelaki atau 

perempuan, yang tidak meninggalkan anak atau bapa, dan ada 

meninggalkan seorang saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan 

(seibu) maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah satu perenam. Kalau 

pula mereka (saudara-saudara yang seibu itu) lebih dari seorang, maka 

mereka bersekutu pada satu pertiga (dengan mendapat sama banyak lelaki 

dengan perempuan), sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si 

mati dan sesudah dibayarkan hutangnya; wasiat-wasiat yang tersebut 

hendaknya tidak mendatangkan mudarat (kepada waris-waris). (Tiap-tiap 

satu hukum itu) ialah ketetapan dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha 

Mengetahui, lagi Maha Penyabar.” 

 b. Surat Ash-Shad ayat 24 yang isinya "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim 

kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada 

kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang 

berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang 

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; 

dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami 

mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur 

sujud dan bertaubat. 

2. Al-hadist 

a.  Adapun dari Al-hadist, terdapat beberapa hadist yang mengatur tentang akad 

musyarakah. Diantara hadist  qudsi yang diriwayatkan dari sahabat Abu 
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Hurairah Radhiyallahu’anhu yang redaksinya adalah: “Aku (Allah) adalah 

sebagai pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang 

dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang 

berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya.” (HR Imam Abu 

Dawud dan Imam Al-Hakim.) 

b. “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang 

keduanya tidak saling berkhianat.” (HR. Muslim)  

berdasarkan keterangan Al-qur’an dan Al-hadist tersebut, pada prinsipnya 

seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyarakah adalah mubah, 

meskipun mereka masih memperselisihkan keabsahan hukum dari beberapa jenis 

akad musyarakah. 

 

2.5.3  Rukun Musyarakah 

 Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syirkah adalah prinsip 

kemitraan dan kerja sama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemjuan 

bersama. Unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah atau rukun 

musyarakah ada empat, yaitu: 

1. Pelaku terdiri atas para mitra 

2. Objek musyarakah berupa modal dan kerja 

3. Ijab kabul/serah terima 

4. Nisbah keuntungan 

 Apabila terjadi kerugian akan dibagi secara proporsional sesuai dengan 

porsi modal dari masing-masing mitra. Dalam musyarakah yang berkelanjutan 
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(going concern) dibolehkan untuk menunda alokasi kerugian dan 

dikompensasikan dengan keuntungan pada masa-masa berikutnya. Nilai modal 

musyarakah tetap sebesar jumlah yang disetorkan dan selisih dari modal 

merupakan keuntungan atau kerugian. 

Akad musyarakah akan berakhir, jika: 

1. Salah seorang mitra menghentikan akad 

2. Salah seorang mitra meninggal atau hilang 

3. Modal musyarakah hilang/habis.  

 Apabila salah satu mitra keluar dari kemitraan baik dengan 

mengundurkan diri, meninggal, atau hilang akal maka kemitraan tersebut 

dikatakan berakhir. 

 

2.5.4 Jenis-jenis pembiayaan musyarakah 

Akad musyarakah berdasarkan eksistensinya terbagi menjadi dua yaitu  

1. Syirkah Al-Milk mengandung arti kepemilikan bersama (co-ownership)yang 

keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan 

bersama  (joint ownership) atas suatu kekayaan (aset).  

2. Syirkah Al-„uqud yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang 

atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Syirkah Al 

„uqud dibedakan menjadi: 

a. Syirkah Abdan (syirka fisik) adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau 

lebih kalangan bekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja 

sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima. 
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b. Syirkah Wujuh adalah kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing 

pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya 

berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra 

menyumbangkan nama baik, reputasi, credit worthiness, tanpa menyetorkan 

modal. 

c. Syirkah „Inan adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-

pihak yang terlibat didalamnya tidak sama, bai dalam hal modal maupun 

pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengolahan 

usaha. 

d. Syirkah Mufawaddah adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi 

pihak-pihak yang terlibat didalamnya harus sama, baik dalam hal modal, 

pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Masing-masing 

mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak bagi dan atas nama 

pihak yang lain. 

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), akad 

musyarakah terbagi menjadi dua yaitu  

1. Musyarakah Permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian 

dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga 

akhir masa akad (PSAK No. 106 par. 04) 

2. Musyarakah Menurun/Musyarakah Mutanakisah adalah musyarakah 

dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara 

terhadap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun 
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dan pada akhir mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh 

musyarakah tersebut. 

 

2.5.5 Manfaat pembiayaan musyarakah 

  Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pembiayaan musyarakah ini, 

diantaranya adalah : 

1.      Bank akan menikmati peningkatan dalam jumalah tertentu pada saat 

keuntungan usaha nasabah meningkat. 

2.      Bank tidak berkewajiban membayar dalam dalam jumlah tertentu kepada 

nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil 

usaha bank, sehingga bank tidak pernah mengalami negative/spread. 

3.      Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow / arus kas 

usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. 

4.      Bank akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-

benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan yang riil dan 

benar-benar terjadi itulah yang dapat dibagikan. 

5.      Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini berbeda dengan 

prinsip bunga tetap, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan 

(nasabah), bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. 

 

2.5.6 Resiko Pembiayaan musyarakah 

1. Risiko Pembiayaan (credit risk) yang disebabkan oleh 

nasabah wanprestasi atau default. 
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2. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan 

atas dasar akad musyarakah diberikan dalam valuta asing. 

3. Risiko Operasional yang disebabkan oleh internal fraud antara lain 

pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokanl penyuapan, 

ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi 

dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan. 

 

2.5.7 Prosedur pembiayaan musyarakah 

  Prosedur pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut : 

1.  Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan 

bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu 

kegiatan usaha tertentu; 

2.  Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha 

dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan 

wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti 

dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti 

pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; 

3.  Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk 

nisbah yang disepakati; 

4.  Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka 

waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak; 

5.  Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang 

dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan; 
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6.  Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam 

bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya; 

7.  Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam 

bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga 

pasar (net realizable value)dan dinyatakan secara jelas jumlahnya; 

8.   Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian 

dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan 

antara Bank dan nasabah; 

9.   Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam 

dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode 

Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar 

Akad Musyarakah; 

10.  Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah 

berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan 

11.  Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut 

porsi modal masing-masing. 
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GAMBAR 2.1 

SKEMA AKAD MUSYARAKAH 

Sumber: Yaya, Rizal. dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bank Syariah 

(Mitra Pasif) 

Nasabah 

(Mitra Aktif) 

1. Negosiasi dan 

Akad 

Musyarakah 

4a. Menerima Porsi Laba 

5. Menerima Kembalian 

Modal 

4b. Menerima Porsi 

Laba 

3. Membagi Hasil Usaha 

a. Keuntungan dibagi sesuai nisbah 

b. kerugian tanpa kelalaian nasabah 

ditanggung sesuai modal 

2. Pelaksanaan 

Usaha Produktif 
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2.6    Pembiayaan Syukur BTN iB 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, 

baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah 

pendanaan   yang   dikeluarkan   untuk   mendukung   investasi   yang   telah  

direncanakan. 

Pembiayaan Syukur BTN iB adalah fasilitas pembiayaan yang 

diperuntukkan sebagai modal kerja atau investasi bagi usaha dalam kategori usaha 

mikro, kecil dan menengah yang berbentuk perorangan, badan usaha, koperasi, 

kelompok usaha dan lembaga linkange. Pembiayaan Syukur BTN iB ini 

menggunakan akad musyarakah. Dimana pembiayaan Syukur BTN iB ini 

berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai 

kesepakatan. 

 

2.7 Perlakuan Akuntansi Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 106 

  PSAK No. 106 merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 59 mengenai 

Akuntansi Perbankan Syariah yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan musyarakah berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 

2008. PSAK No.106 mengatur lebih khusus lagi mengenai pembiayaan 

musyarakah yang belum diatur secara rinci dalam PSAK No. 59. Namun, pada 

dasarnya ketentuan mengenai pembiayaan musyarakah yang diatur dalam PSAK 
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No. 59 tidak bertentangan dengan PSAK No. 106. Hanya saja dalam PSAK 

No.106 lebih disempurnakan lagi mengenai perlakuan akuntansi musyarakah 

yang mana tidak hanya mengatur mengenai akuntansi pemilik dana saja, namun 

juga diatur mengenai akuntansi musyarakah untuk pengelola dana. 

 

2.7.1  Karakteristik Musyarakah 

 Para mitra (syarik) bersama-sama menyidiakan dana untuk mendanai 

suatu usaha tertentu dalam musyarakah, baik usaha yang sudah berjalan maupun 

yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan 

bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap sekaligus kepada mitra 

lain.  

 Investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau 

aset nonkas. Karena setiap mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra 

lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja.  

Beberapa hal yang menunjukan kesalahan yang disengaja adalah: 

a. Pelanggaran terhadap akad, antara lain, penyalahgunaan dana investasi, 

manipulasi biaya dan pendapatan operasional; atau 

 b. Pelaksanaan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. 

 Jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa maka 

kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang 

berwenang. Keuntungan usaha musyarakah dibagi diantara para mitra secara 

proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa kas maupun aset 

nonkas) atau sesuai nisbah yang disepakati oleh para mitra. Sedangkan kerugian 
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dibebankan secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan (baik berupa 

kas maupun aset nonkas). 

 Jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra 

lainnya dalam akad musyarakah maka mitra tersebut dapat memperoleh 

keuntungan lebih besar untuk dirinya. Bentuk keuntungan lebih tersebut dapat 

berupa pemberian porsi keuntungan yang lebih besar dari porsi dananya atau 

bentuk tambahan keuntungan lainnya. 

 Porsi jumlah bagi hasil untuk para mitra ditentukan berdasarkan nisbah 

yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad, bukan dari 

jumlah investasi yang disalurkan. Pengelola musyarakah mengadministrasikan 

transaksi usaha yang terkait dengan investasi musyarakah yang dikelola dalam 

catatan akuntansi tersendiri.  

 

2.7.2  Perlakuan Akuntansi Musyarakah berdasarkan PSAK No.106 

Pengakuan dan Pengukuran  

 Untuk pertanggungjawaban pengelolaan usaha musyarakah dan sebagai 

dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha 

musyarakah harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha 

musyarakah tersebut. 

Akuntansi Mitra Aktif 

Pada Saat Akad 

 Investasi musyarakah diakui pada saat penyerahan kas atau aset nonkas 

untuk usaha musyarakah. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas 
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dinilai sebesar jumlah yang diserahkan dan dalam bentuk aset nonkas dinilai 

sebesar nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui 

sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian ast 

musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. Investasi 

musyarakah yang diserahkan dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang 

dibayarkan, jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat investasi 

musyarakah dalam bentuk kas, adalah:  

 Investasi musyarakah   XXX 

  Kas    XXX 

 Aset nonkas musyarakah yang telah dinilai sebesar nilai wajar disusutkan 

dengan jumlah penyusutan yang mencerminkan penyusutan dihitung dengan 

model biaya historis ditambah dengan penyusutan atas kenaikan nilai aset karena 

penilaian kembali saat penyerahan aset nonkas untuk usaha musrakah. Jika proses 

penilaian pada nilai wajar mengahasilkan penurunan nilai aset, maka penurunan 

nilai ini langsung diakui sebagai kerugian. Aset nonkas musyarakah yang telaah 

dinilai sebesar nilai wajar disusutkan berdasarkan nilai wajar yang baru. 

 Investasi musyarakah yang diserahkan dalam bentuk aset nonkas dinilai 

sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih anatara nilai wajar dan nilai tercatat 

aset nonkas, maka perlakuannya adalah sebagai berikut: 

a. apabila nilai wajar lebih besar daripada nilai tercatat maka diakui sebagai 

keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Jurnal yang harus 

dicatat oleh bank syariah untuk mencatat keuntungan tangguhan adalah:  
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 Investasi musyarakah    XXX 

  Aset nonkas     XXX 

  Keuntungan tangguhan    XXX 

Setelah dilakukan pengakuan keuntungan tangguhan, bank syariah harus 

melakukan amortisasi keuntungan tangguhan tersebut selama masa manfaat. 

Adapun jurnal amortisasi yang harus dicatat oleh bank syariah adalah sebagai 

berikut:  

 Keuntungan tangguhan    XXX 

  Keuntungan     XXX 

b. Sebaliknya, apabila nilai wajar lebih kecil daripada nilai tercatat maka diakui 

sebagai kerugian pada saat terjadinya. Berikut jurnal yang harus dibuat oleh 

bank syariah untuk mencatat kerugian pada saat penyerahan aset nonkas: 

 Investasi musyarakah    XXX 

  Kerugian      XXX 

  Aset nonkas     XXX 

 Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang 

diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang 

diserahkan dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan. Jurnal yang harus 

dibuat oleh bank syariah untuk memcatat penyusutan investasi musyarakah (aset 

tetap) adalah: 

 Beban penyusutan     XXX 

   Investasi musyarakah     XXX 
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 Biaya yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi 

kelayakan) tidak dapat diakui sebagai bagaian investasi ,musyarakah kecuali ada 

persetujuan dari seluruh mitra musyarakah. Penerimaan dana musyarakah dari 

mitra pasif (misalnya, bank syariah) diakui sebagai investasi musyarakah dan 

disisi sebagai dana syirkah temporer sebesar dana dalam bentuk kas dinilai 

sebesar jumlah yang diterima dan dana dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar 

nilai wajar dan disusutkan selama masa akad atau selama umur ekonomis jika aset 

tersebut tidak akan dikembalikan kepada mitra pasif. 

Salama Akad 

 Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana 

mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang diserahkan untuk usaha 

musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar 

aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah 

dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). 

 Bagian mitra aktif atas investasi musyarakah menurun (dengan 

pengembalian dana mitra  pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas atau 

nilai wajar aset nonkas yang diserahkan untuk usaha musyarakah pada awal akad 

ditambah dengan jumlah dana syirkah temporer yang telah dikembalikan kepada 

mitra pasif dan dikurangi kerugian (jika ada). 

 Apabila modal investasi yang diserahkan berupa aset nonkas, dan di 

akhir akad dikembalikan dalam bentuk kas sebesar nilai wajar aset nonkas yang 

disepakati ketika aset tersebut diserahkan. Ketika akad musyarakah berakhir, aset 

nonkas akan dilikuidasi/dijual terlebih dahulu dan keuntungan atau kerugian dari 
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penjualan aktiva ini (selisih antara nilai buku dengan nilai jual) didistribusikan 

pada setiap mitra sesuai kesepakatan. 

Jika untung maka jurnal: 

 Piutang      XXX 

  Pendapatan     XXX 

Jika rugi maka jurnal:  

 Kerugian      XXX 

  Penyelisih kerugian    XXX 

Ketika pelunasan dengan asumsi tidak ada penyisihan kerugian dan penjualan aset 

nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal:  

 Kas      XXX 

  Investasi musyarakah    XXX 

  Piutang      XXX 

Ketika pelunasan dengan asumsi adanya penyisihan kerugian dan penjualan aset 

nonkas menghasilkan keuntungan, maka jurnal: 

 Kas      XXX 

 Penyisihan kerugian     XXX 

  Investasi musyarakah    XXX 

  Piutang      XXX 

Akhir Akad  

 Pada saat di akhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan 

kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban.  
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Pengakuan Hasil Usaha 

 Pendapatan usaha musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui 

sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha musyarakah. 

Sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra 

pasif atas bagi hasil dan kewajiban.  

Apabila modal investasi berupa aset nonkas, dan dikembalikan dalam bentuk aset 

nonkas yang sama pada akhir akad. Jika tidak ada kerugian, maka jurnal: 

 Aset nonkas      XXX 

  Investasi musyarakah    XXX 

Jika ada kerugian, perusahaan harus menyetorkan uang sebesar nilai kerugian, 

maka jurnal:  

 Penyisihan kerugian     XXX 

  Kas      XXX 

 Aset nonkas      XXX 

  Investasi musyarakah    XXX 

 Kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana masing-

masing mitra dan dikurangi nilai aset musyarakah. Jika kerugian akibat kelalaian 

atau kesalahan mitra aktif atau pengelola usaha, maka kerugian tersebut 

ditanggung oleh mitra aktif atau pengelola usaha musyarakah. Pengakuan 

pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dalam diketahui berdasarkan laporan 

bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau 

pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. 
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Akuntansi Mitra Pasif 

Pada Saat Akad 

 Investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan 

aset nonkas kepada mitra aktif. Pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk 

kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan dan dalam bentuk aset nonkas dinilai 

sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat aset 

nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhandan 

diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. 

 Investasi musyarakah nonkas yang diukur dengan nilai wajar aset yang 

diserahkan akan berkurang nilainya sebesar beban penyusutan atas aset yang 

diserahkan, dikurangi dengan amortisasi keuntungan tangguhan (jika ada). Biaya 

yang terjadi akibat akad musyarakah (misalnya, biaya studi kelayakan) tidak dapat 

diakui sebagai bagian investasi musyarakah kecuali ada persetujuan dari seluruh 

mitra. 

Selama Akad 

 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana 

mitra pasif diakhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha 

musyarkah pada awal akad dikurangi dengan kerugian (jika ada) atau nilai wajar 

aset musyarakah nonkas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah 

dikurangi penyusutan dan kerugian (jika ada). 

 Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun (dengan 

pengembalian dana mitra pasif secara bertahap) dinilai sebesar jumlah kas yang 
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dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awaal akad dikurangi jumlah 

pengembalian dari mitra aktif dan kerugian (jika ada). 

Akhir Akad dan Pengakuan Hasil Usaha 

 Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan 

oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Dan pendapatan usaha investasi 

musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sedangkan 

kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. 

Penyajian  

 Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha 

musyarakah dalam laporan keuangan: 

a. Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima 

oleh mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah 

 b. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur 

dana syirkah temporer untuk; 

 c. Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur 

ekuitas. 

 Mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha 

musyarakah dalam laporan keuangan: 

 a. Kas atau aset nonkas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan 

sebagai investasi musyarakah 

 b. Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset nonkas yang  

diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (contra 

account) dari investasi musyarakah. 
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Pengungkapan  

 Mitra mengungkapkan hal-hal yang terkait transaksi musyarakah, tetapi 

tidak terbatas, pada: 

 a. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian 

hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain 

 b. Pengelola usaha, jika tidak ada mitra aktif; dan 

 c. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan 

Keuangan Syariah. 

Pencatatan 

   Pencatatan perlakuan akuntansi musyarakah yang telah diatus dalam 

PSAK No. 106. Tanggung jawab pencatatan berada dipihak mitra aktif sebagai 

pengelola, namun mitra aktif dapat melakukannya sendiri atau menunjuk pihak 

lain untuk melakukannya. Jika mitra aktif melakukan sendiri, maka mitra aktif 

harus melakukannya secara terpisah dengan catatan lainnya, minimal ada buku 

besar pembantu yang berfungsi untuk melakukan pencatatan terpisah transaksi 

musyarakah tersebut. 
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2.8 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 Dari skema kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa Bank 

Syariah mempunyai banyak produk pembiayaan kredit untuk usaha kecil maupun 

usaha besar, seperti misalnya kredit usaha dengan akad musyarakah yang mana 

produk tersebut akan diteliti bagaimana perlakuan akuntansi akad musyarakah 

dalam kredit usaha mikro berbasis syariah apakah sesuai dengan standar berlaku 

umum berdasarkan PSAK No. 106 meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian 

dan pengungkapan yang dilakukan oleh Bank. 

 

BANK SYARIAH 

PRODUK SYUKUR 

PERLAKUAN AKUNTANSI  

PENGUKURAN PENGUNGKAPAN PENYAJIAN PENGAKUAN 


